BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN
DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PELAYANAN
HESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL {JKN)
DI PUSKESMAS EABUPATEN NATURA

' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

Menimbang @ a. bahwa dalam vpayve menunjang ketertiban dan
kelancaran serta peningkatan mutu pelayvanan
kesehatan bhagi  peserta Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) dan anggote kelusrganva, periu
metgatur Sistem Pembiayaan dan Pemanfastan
dana Non Kapitasi pelavansn kesehatan JKN di
Puskesmas (labupaten Naluna;

b. bahiwa berdasarkan pertimbangan schapaimana
dimaksud pada hurnf a, perdu  ditetapkan
Peraturam Bupati tentang Pedomun Pelaksansan
Fsiem Pembiayaan dan Pemanfaatan Dana Nom
Kapitasi Pelayanan  Keachatan  Jaminan
Keschatan Nasionel {(JEN}) di Puskesmas
Kabupaten Natuna;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Permmbentukan Kabupeten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupsten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten MNatuna,
Kabuparen Kuantan Singingi den Koia Batam
[Lemburan MNepara Republik Toedumesia Tahun
1990 Nomor M1, Tambahan Lembaram Negara
Nomor 390, sebagaimeng  telah  diubeh
beberapakali terakhir denpan Undang-Undang
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Nomor 24 Tahun 2008 tenlang Perubahan keliga
Alas Undeang-Undang Nomor 53 Tahun 15999
tentang  Pombenituken Kebupaten Pelalawar,
Kabupaten Roksan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupalen Katimun, Kebupaten
Matuna, Kabupatenm Kuanlun Singingi dan Kola
Batam [lembaran Negara Republik Indonesa
Tahun 2008 MWomor 107, Tomobahan Lembaran
Megara Republik Indotiesia Nomor 48850},

Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2002 tcntang
Pembentulan Provinui Eepulauan Hiau
(Lembaran HNegara Republk Indemesia Tahun
2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomaor 4237);

Undang-Undang Noemor 17 Tabun 2003 tentang
Keuanpan Negara (Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Tahun 2003 Womar 47, Tambohan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
4286);

IIndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (enlang
Pembendaharaan  Negara (Lembaran HNegara
Republik Indonesis Tahon 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia
Nomar 4355);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 lentang
Prakiek Kedolkieran (Lembaran Negara Republhk
Indonestn Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia  Nomor
4431}

Undang-Undang Nemeor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kenangan Antara Pemeriniah Pusal
dan  Pemerintah  Daerah [(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Normor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tabun 2004 Tentang
Sigtem  Jominan Sosial Nasienal [Lembaran
MNegera Republik Indonesia Tahun 2004 Momor
150, Tambshan Lembaran Negara Eepublk
Indonesia Nomor 4456);
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tontang
Keaschatan (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2009 MNomor 144, Tambehen Lernbaren
Negara Republik Indonesia Nomer S063);

Undang Undang NMomer 24 Tahun 2011 lenlang
Penvelenggara Jaminan Sostal [Lembaran Negara
Repubilik Indonesia Tshun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonecsia
Nornor 5256);

Undang-1ndang Nomor 5 Tahun 2014 fentang
Aparatur Sipil Negara {(Lembaran Negara Republik
Tndaonesia Nomor & Tambaban Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor 5494];

Undaeng - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Deerah [Lembaran Negara Republik
Indonesis. Tahun 2014 Momor 244, Tambahan
Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomeor
SEET);

Perataran Pemcrintah Nomor &5 Tahun 2005
tentang Dmna Perimbangan {Lembaran Neragra
Republik Tnidontesia Tahun 2005 Nemaor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4573);

. Peroturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran  Negara Republik
Indonesis. Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Womar 3B Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerinlahan Aniara
Pemerintah, Pomenntahan Dacrah Provins dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten [0 Kots
(Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun
2007 Momor &2, Tambehan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737):

Peraturan Pemenntah Nomotr 101 Tahun 2012
tentang Pencrims  Bantumn  iuran  Jaminan
Kesehatan {(Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 2646, Tambahan lembaran
Negara Republhik Indonesia Nomor 53723

Peralursn Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kcschatan sebagaimana telah
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diubah dengan Peraturan Presiden Nomoer 111
Tahun 2013 (Lembaran Negara Hepublik
lndunesin Tehon 20013 Nosmar 253);

Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedomen Pengelolasn Keuangan
Daersh sebagmimana telah  diubah  dengan
Peraturan Menberl Dalam Negen Nomor 21 Tahun
2011 [Berita Negara Republik Indencsia Tahun
2011 Nownor 3104 -

Peraturan Menien Kesehatan Mormor
HK.02.02/Menkes /148/2010 tentang Tzin dan
Penvelsngparaar: Prakisl perawat schagatamena
ielahh  divbah denpan  Peraturan  Menten
Eesehaian Nomaor 17 Tahun 2013 [Berita Negara
Republik Indonesia Tabun 2013 Nomor 473);

Peraturan M eritor Kesehalas WNaotnar
1464 ! Menkes! Per/X/2010 tentang lzin dan
Penyelenggaraan Praktck Bidan (Berita Negara
Republik Indonpesia Tabun 2010 Nomor 501);

Peraturan Menter Kenebatan WNomor
2050/ Menkes, Poer/X /2011 tentang lzin Prakick
dan Pelaksanaan Pralkick Hedolderan [(Benita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
&71);

Peraturan Menlen EKeschatan Nomor 69 Tahun
2013 tentang Standar Tari Pelayanan Keaschatan
pada. Fasilitoe Kesehatan Tingkat Pertama dan
Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam
Peryelenggaraan  Program Jaminan Keschatan
(Berita Newarz Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1392;

Peraturan Mcnieri Kesehatan Nomaor 5% Tahun
2014 tentang Standar Tanf Pelayanan Keschatan
dalarm  Penyelenggaraan [frogram  JJaminan
Eecschatan [Berita Negars Repubbk Indonesia
Tabun 2014 Nomor 1287 ;

Peraturan Menten Keschatan Nomor 71 Tahun
2013 tentang Pelayansn Kesehatan pada Jaminan
Kecehoton NMosional;



23, Peraturan Daerah Eabupalen Naluma Momor 9
Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah di  Linglungan
Pemerintah Kabupaten Natuna [Lembaran Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 9);

24, Peraturan Daerab Eabupaten Natuna Nomor 6
Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Doerah [Lembaran Daerah Ksbupsten

Natiana Tahun 2013 Nomor &);

MEMUTUSEAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN
PEMANFAATAN DANA HNON  KAPITASI
PELAYANRAN KESEHATAN JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL (JEN) DI PUSKESMAS
RAEUPATEN NATIUNA

BAR 1
KETENTUAN UMUM
Pazal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengam

—
1

. 8

o

Daerah adalah Kabupaten Natuna.

Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaran  urusan
pemerintah oleh Pemerninteh Deerah dan Dewan Perwaldilan
Ralkyat Daerah menurut  azas ekonomi dan Tugas
Pembantnan dengan prinsip olenom seluas-hlasnya dalam
sistem dan prinsip Nepara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Daerah adalan Bupab dan perangkat Dacrah
aebagal unasur penyelenppara Pemerintah daerah,

Bupali adalah Bupati Natuna.

Dinas Keschatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.
Kepala Dinas adalah HKepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Natuna.

Pasien adalah setiap oreng veng melakukan konsualtam
masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan keschatan
vang diperluksn baik  secera langsung meupun  tidak
langsung kepada tenags kesehatan,

Tenaga Poaramedis adalah peruwal, bidan yang bekerja pada
sarana pelayanan kesehatan,

Tenaga Non Medis adalah tenaga-tenaga sclain lenays mediy
dan pera wmedis yang bekerja pada sarapa peolayanan
keachatan.
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Pusat Keachatan Masyarokat yang selanjuinya discbut
Puskesmas adalah  unit pelaksanean tekhnis  yang
melaksanakan tugas tekhnis opresional  dibaweb wilaveh
kerjanya.

FPuszkesmas Pembantu selanjutnya discbut Pustu adaleh wurml
peloyanan  kesshatan yang  sederhana  dan berfungsa
menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kepalan
vang dilakukan Puskesmas dalem ruang lingkip wilayah yvang
lebih kecil.

Fos Kesehatan Desa adalah Sarana pelayanan kesshatan
dasar vang bersumber dava masyarakal dibantu oleh tenaga
keaehatan tematsma bidan yang berperan membantbu Lugas
Puskesmes.

Ecpala Puskcsmas adalah Pimpinan Puskesmas yong
betangoung  jawab di bidang Kesehatan wilayah lkerja
keconatarn.

. Konsultasi Medis adalah jasa yang dibenkan oleh Tenaga

Media dalern memberikan pelayanan dsnm atzu kemudshean
kepada  penderita dalam  rangkn  pemeriksaan / observas,
diagnosis, pengobatan, rehahilitasi medik dan atan pelayanan
kesehatan lainnya

. Pelayanan Persalinan adalah pertolongan vang diberikan oleh

seseorang vang telah mengkut pendidiken kelndarnan dalane
proges pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang
dapat hidup ke dunia luar dari rahim melalui jalan lahir atau
jalan ldain

Tindakan Kebidanan adalah suatu carafieknik  yang
dilalmlcan oleh sesecrang vapg teleh mengikuti pendidilearn
kebidanan pada kasus-kasus obstetric dan @minekolog

Jasa Pelayanan adaslah imhbalan yang diterima elch pelaksana
pelayanan gizs jasa yvang diberikan kepada pasicn dalam
rangka obscrvasi, diagnose, pengobatan, konsuliasi, visit,
tindaleon, rehabiltosi medic dar alzu pelayanan loinnya,
Biaya Pelayanan Dasar adslah imbalan yang diterima aleh
sarana pelayanan kesehatan atas pemaksaian sarana, fasilitas,
plal keschatean vang digunakan lanpsung maupun tidak
langsung dalam rangka observasi, diagnesis, pengobatan dan
rehabilitasi medic.

{bat-obatan adalah sediaan farmasi yang dapat disuntiklean,
dicleskan, dihisap, dan/atau diminumkan yang dikonsumsi
secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
Bahan Habis Pakai adalah bahan kimia, reagensia, baban
leboratoriivm, behan radiclogi, dan bahan habispalkai lainnys
yang dipunakan sceara langsung danfatau tidak langsung
dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, pengobatan,
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perawslan, rechabililasi medik, dan pelayanan keschatan
lainnya

21, Jaminan Kesehatan adalah jaminan borups perlirdongsn
kesehatan agar peserta memperaleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehalan vang diberikan kepada setiap orang yang
tclah membayar iuran  alen  iurannya dibayar oleh
pemerintah.

22, Badan Penyelengsara .Jaminan 3Sowal Kesshatan yang
selaniunya disinglkat BRJS Kesehatan adalah badan hukum
vang dibenluk uniuk menyelenggarakan program Jeminan
Keschatan

23. Pesertn adalah setinp orang, termasuk orang asing vang
belcerja paling singkat & [cnam) bulan dilndonesia, yang telah
e rmnbayar iran.

24, Manlaal adalah fasdah jaminan sosial yang mernjade hak
peserta dan/atau anggote keluarganya.

25. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan keschalan yang
dipunaksn unluk menyelenggaraltan upaya pelayanan
kesehatan perorangan, bak promotif, prevennd, lkuratif
maupun  rehabilitative yang dilakukan oleh Petnerintah,
Pernetintah Daerah, dan/fatan masyarakat.

26. Pelayanan Kesehatan Tingkat Periama adalah pelayanan
keschatan perorangsn yang bersifat non spesialistik (primer)
racliputi pelayanan rawat jalan dan rewat inap.

27. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan
perprangan yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan
pada fasilitas kesehaten tingkat peortama untuk keperlusn
observasl, diagnosis, pengobaran, danfatau pelayanan
kcachatan lrinnva.

2%, Hawat Inap Tingkat Pertama adelah pelayonan kesehatan
perorangan yang bersifat non spesilistik dan dilaksanakan
pada fasilitns keschatan tingkat perlama uniuk keperluan
observasi, perawatan, diagnosis, peongobatan, danfatau
pelivenen medis loinmya, dimene peseria dan/aiau snggoia
keluarganya dirawat inap paling singlkat 1 (satu) har.

29 Alat Kesehatan adalah ingtrument, apparatus, mesin,
dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang
dipunakan untuk mencegah, mendiaghosis,
tmenvembuhkan dan meringankan penyakil, metawat orang
sakil serla memulihkan kesehatan pada manusia dan/fatan
membentuk struklur dan memperbaiki fiangsi fubuh,

30, Sistem Rujukan adalah  penyelenggaraan  pclayanan
kesehatan yang mengatur  pelimpahan tuges dan
tengrungiawab pelagyanan keschatan secara timbal balik badle
vertical maupun harizontal.

. RARAFHODADINAS!

] ST IR
o ___L




= 1

32,

34,

e L

{1)

Menteri adalah menteri yang menvelenggarakan wusan
petmerintahan di bidang kesehatan.

Tarif lkapitasi adalabh besaran pembsyaran per bBonlan vang
dibayar dimuka olch BPJS Keschatan kepada [asilitas
kesehatan tingkat pertama berdasatkan jumlah poscrta yane
lerdellsr lanps memperintungkan jenis dan jumlah pelayvanan
keschatan vang diberikan.

Tarif Non Kapitasi adalabh bessmn pembayaran klaim oleh
BPFJS keschatan kepada fasilitas heachatan tingkef pertama
berdasarkan jeniz dan jumlah pelayanan kesehatan yang
diberikean

Fagilitas Kesehatan Mandiri adalabh  fasilitaz  pelayanan
kesehalan veny digunekan antule menyelenggaralkan upaya
pclayanan keschatan perorangan, baik promotif, preventif,
masyarakat tanpa menggunskan sarana prasarana, obat,
alices dan bahan habis pakai yang bersumber dari
pemerintah.

Rawsal Jalan Tingkai Pertama [(RJTP) adalah Polayanen
Keseshutenm Perorangan yang bersifot non spesialistik yang
dilaleanalean pada faskes tingkat pertama untuk keperluan
observasi, dispnosis, pengobstan, dan araa pelayanan
Kesehatan lainnya.

. Rawat Inap Tingkat DPotama [RITP} adalsh Pelayanan

Kesehatan Perorangan vang bersifat Non Spesialistik dan
dilaksanakan pada Puskesmas Perawartan untuk keperluan
observasi, perawatan  diagnosis, pengobatan, dan atauw
pelaganan medis lainnya, dimane peserta dean alau angeota

2 %_kﬂ]'uarganj,ra di rawat map paling singhkat 1 [satu)] han.
. :Perdiem adalsh sistem pembayaran pelayanan keschatan
" kepada fasilitas kesehatan tingket periams berdasarkan

jumlah hard rawal pasicn vang i rewat di fasilitas kesehatan
tingkat pertama.

BAB II
PELAYANAN KEEEHATAN BAGI PESERTA
Bagian Hesatu
Umum

Pasal 2

Setiap peserta berhak memperolch pelayanan kesehotan yang
tmencakup pelayanan  promotif, preventl, kuradl, dan
rehabilitalive termasuk pelayanan obat dan bahan medis
habis pakai sesuni dengan kebutuhen medis vang diperluken.,
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(2} Pelayanan Kesehatan bagi peserta vang dijamin oich BRJS

Keschatan terdin alas .

g. Pelsyanan Keaschatan Tingksat Perlarma;

b. Pelayanan Keschatan Rujukan Tingkat Lanjuan,

¢. Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menter;

Bagian Eedua
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama merupakan pelayanan
kesehalan non spesialistik yang meliput

e L

e 0

Administrasl pelayanarn;

Pelayanan promnotif dan preventif;

Pemerileznon, penpgobatan, dan konsullasi media;

Tindakan medis non spesialistik, baik eperall maupun non
aperafif;

Pelavanan obal dan bahan medis habis pakai;

Pemerikaaan  pomanjang dispnostic  laboratorium tingkat
pertama;

Rawat inap tngkat pertama sesua mdikasi medis;

Pasal &

Pelavanan Keechatan Tingkat Periama sebagaimans dimaksud
dalam pasal 3 untuk pelayanan medis mencakop

:

[+ 3

Kasus medis vang dapat disclesalkan secara tundas di
pelavanan keschatan tingkat pertams;

Kasus medizs yang membutuibkan penanganan awal sebelum
dilakukan muuloan;

Kasus medis rujule balik;

Pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan keschatan
gigl inglat pertama;

" Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyuasui, bayi dan ansk

balita oleh hidan atou dokter; dan
Rehabilitas medik dasar,

Pasal &

Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama sesusi dengen indikasi
medis sehagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g mencakup ;

.

[£8

Rawat inap pada pengobatan / perawaton kasus yang dapat
diselesaikan secory tunias di pelayanan kesehatan Tingkat
Pertama;

Pertolongan persalinan pervaginam buken resiko tinggi;

I
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Pertolomgan persalinan dengan komplikasi dan / atau penyualit

PETVAFINAT;
Pertolongan neonatalan dengan komplilkast;

Pazal &

Pelayvanan kesehatan lain yang ditetapkan sebagaimana pasal 2
ayat (2] huruf ¢ adalah fasilitas kesehaton mandin yaitu prakiek
dokter swasta dan bidan swasta;

k.

Pralkick doloer swasta dan bidan swasta adslah pelayanan
kesehatan yang diberikan olsh dokter dan atau bidan yang
Hdak mengganakan fasilitns pemerintah dalam peclayanan
kesehatan kepada pescria BPJS Keschalan.,

Dokter dan atau Biden mclakukan nota kesepahaman
kerjasama dengan puskesmas sctempat agar dapat menjadi
fasilitas kesehatan yvang di jamin oleh BPJS Kesehatan.

BAB I
FROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

Bapian Keaatu
PROSEDUR PELAYANAN EESEHATAN RAWAT INAP TINGHEAT
PERTAMA
Pasal 7

(L]
(2]
(3]
4]
(3]

(6]

(7]

()

Pesecrta datang ke Faskes Tingkat Pertama yang membla
Fasilitas Rawat [nap,

Faskes dapat melayani peserta vang terdaftar mauvpun peserta
yang di nyuk dari faskes tingkat pertama lain;

Peserta menunjukkan Kartu Peserla;

Faskes melakukan pengoockan keabsabhan karlu peserla
Faskes Melokukon pemeriksaan, perawatan, pembenan
tindalan, obat dan Bahan Medis Hahis Paki,

Setelah  Mendapatkan Pelayanan Peserta Menandatangani
bukti pelayanen pade lember yang di sediakan. Lembear bukti
polavanan di sediakan oleh [askes masing-masing;

Faskes Melaloakan Pencatatan pelaysnan dan Tindakan yang
telah di lalmican;

Peserta dapat di rujuk ke faskes rajukan tingkat Ianjutan bila
berdasarkan indikasi medis yang di perlukan.
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Bagian Kedon
PROSEDUR PELAYANAN EESEHATAN PERSALINAN

Pazai B

(1} Peserta Datang ke Faskes Tingkek Perlama dengan
menunjukkan kartu Peserta;

(2} Faskes melakukan pengecekan Keabsohan kartu Peserta;

{3} Faskes melakukan  pemeriksaan  kesehatan )/ pelayanan
penunjang/ pembenan dndskan fobsl,

[4) ZBetelah mendapatkan pclayanan, peserta menandatangani
ukti pelayanan pada lembar yang di sediakan, lembar buleti
pelayanan di sediskan oleh masing- masing Faskes,

{3) Faskes melakukan pencatatan pelayanan dan bndakan yang
telah di lakuksn

6} Bila diperlukan peserta akan memperoleh obat;

(7} Apobila peserta membutubkan Pemeriksaan Kehamilan,
persalinan dan Pasca melahirkan, wmaks pelayanan dapat
dilalrulcan nleh bidean atan doktcr umum;

(%) Bila berdasarkan pemeriksaan dokter tornyata pescrta
memerhikan  pemeriksasn amupun tindaken spesialis/sub
spesialis sesual dengan indikasi medis,

(9) maka Faskes Tinglat Pertama aken memberikon surat
rujukan ke Faskes Tingkat Lanjutan yang Bekera Sama
dengan BPJS Eeschatan, sesuai dengan sistemn nujukan yang
berlaku;

[10)Surat Rujukan Berlaku unmik periode makaimal 1 (satu) bulan
sejak tanggal rujukan di terbitksan, sural rafokan disediakan
olch masing masing Faskes dengan Formal sesuei Ketentuan;

EBAE IV
TARIF NON KAPITASI PADA FETP

Bagian Kesatua
Tarif Non Eapitasi

Pasal 9

{1}, Tarif Non Kapitast di Fasrlilas Kesehatan Tingkat Pertama yveng
melalukan pelayansn kesehatan di luar linglup pembayaran
kapitasi melipnati
4. Pelavanan Ambulans,

b. Pelayanan Chat Rujuk Balik

¢. Pomcrlksgan Perunfong Pelayanan Rujuk Balilk

d. Pelayanan skrining Kesehatan tertentu termasuk pelayanan
terapi krio untuk terapi Kunker lehar rahim;
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{2]

{3)

(4]

(1)

<)

(3

(4)

i)

e. Rawal Thap Tingkal pertama

I Jusu Pelayanan Kebidanan dan neonatal yang dilakukan
alehh  bidan atauw  dokter  sceusl | kompetonsi | dan
kewenangannya;

& Pelavanan Keluarge Berencana berupa MOP/ vaselktomi;

h. Pelavanan Darah.

Perzanlian Biayy Pelayaman Ammbualan sebagimana dimaksud

dalam pasal 9 ayat (1) hurul adi berikan pada pelavanan

ambulan darat dan air bagm pascin dengan komdisd (ectent

antar fasilitas lkesehatan sesuad  ketontuan peraluran

perundang-undangan;

Pengeantian iaya ambulan sebagaimeana dimalksud pada ayat

2 staual dengan slandur heya embulan yang ditctapkan olch

Pemerintah Daerah;

Dalom  hal belum  terdapat tanf dasar ambulens  yang

ditetapkan celh Pemerintah Daerah, tanf diletapkan dengan

mengacy pada standar biaya yvang berlaln pada daerah

dengan karakteristik geografis yang setara pada satu wilayah.

Engian Hedua
Pelayanan Obat Rujuk Balik

Pazal 10
Pelayanan COhat Rujuk Balik sebapaimans dimaksud dalam
pasal 9 awvat (1) huruf b diberikan oleh ruang farmasi
puskesmas dan apotek yang bekerjasama dengan BPJS;
Obat Program rujuk balik sebagaimana vang dimaksud pada
pasal 10 ayat (1) diberikan untuk penyakit Diabetes
Melilus Hiperlensi, Janiong, Asma, Peayakit Parma Obatruksi
Kronis [(PPOE), Epilepsi., Gangguan Kesehatan Jiwa
Kromik,stroke, system lupus entematosus [SLE) dan petwakit
kronis isin yeang ditctapkan oleh Menier Eesehatan bersama
Organisasi Profesi Terkait;
Peresepan Obat Program Rujuk Balik Hamas scsusi dengan
Ghat Rujuk Balik vang tercantum dalam Formulanum
Nasional;
Hurga Obat Program Rujuk Balik ditegihkan Ke BRIS
Kesehatan Mcnpacu pada Hareas dasar obal sesuai B-
Cataloguie di tambah biaya pelayanan Ecofarmasian.
Besarnya biava pelavanan kefarmasian schapamana di
maksud pada ayal (4) adalah factor pelayanan kefarmasian
dikali harga dasar vbal sesuai E - Catalogue;




{6}

(1)

(1

Falktor Pelayanan Kefarmasian sebagaimana i maksud pada
ayat (3} adalah schagai berikut

Faktor
Harga Dasar Satuan Obat Pelayanan
Kefarmasian

< Rp.50.000,00 .28
| Rp. 50.000,00 s.d Rp. 250.000,00 0.26
Rp. 250.000,00 s .d Rp. 500.000,00 0.21

Rp. 500.00000 s d Rp 0.16

1.000.000,00 —
| Rp. 1.000.000,00 s d Rp 0.11
| 5.000.000,00 , _J
Rp.  5.000.000,00 sd  Rp.| 0.09
10.000.000,00 | | _

> Rp. 10.000.000,00 0.07

Bagian Ketiga
Pelayanan Pemeriksaan Pennnjang Rujuk Balik

Pasal 11

Pelayanan Pemeriksaan Penunjung njuk balik di FETP
sebagei mans di maksud pasal 9 ayat {1} huruf c, terdiri dan -
a. Pemeriksaan Gula Darah Bewalkiu;

b. Pemerksaan Gula Darah Puasa ({GDP);

c. Pemeriksaan Gula Darah Post Prandial (GDFF).
Pemeriksaan Penunjang Rujuk Balik sebagaimana dimaksud
pada pasal 11 ayat (1} huruf b dan ¢ dilakukan untuk 1 bulan
1 kali;

Dalam Keadaan tertentu, pemeriksaan gula darah sewaktu
sebapaimana dimaksud pade pasal 11 ayat (1} huruf a dapat
dilakukan sesuai dengan indikasi medis.

Mekanisme Pembayaran
Pasal 12

Pembavaran Klaim dena non kapitasi pelayanun keschalarn

JKN olehh BRJS Keschatan diberikan melalui Rekening Dhinas

Kesehatan Kabupaten Natuna cq Jaminan Keschalan dengan

mekanisme sehbagal berku :

a. Puskesmas melakukan klaim dana non kapitasi
pelayamun kesehatan JEN kepada BPRJS Kesehalsxn dan
memberikan rekapitulasi klaim dana non kapitasi kepada
Dinas Kesehatan;

b. Klaim dana non kapitasi dari Puskesmas adalah klaim
dana non kapitasi yang berasal deri klamm dana non
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(1)

(2)

(31

apitael puskesmas dan klaim dang nen kapitesi fesilites
kesehatan mandiri vang sudah melakukan MOU dengsn
Puskesmas:

. BRI Hesshatan mislabulan Verifiknsi atas klaim dana
non kapitas tersebud;

d. Klaim dana non kapitasi Jisemjui maka BRIS akan

melakukan pengiriman dans non kapitasi ersebur kepada

Dinas ¥eschatan Kabupatenm Naluna ogq Jaminan

Kesehalan  selanjuinya  Dinas  Kesehatan membayar

langsung kepada masing-masing TPTO Puskesmas,

BRIS Iesehnian mengirimkan laporan kdaim dans neo

kapitazi yang di sctujul ke Dinas Keschatan;

f. Sectelah dana non kapilasi schagaimansa pada hoeaf d
diterima aleh masing - masing Puskesmnas Kebupaten
Matunz  selanjuinya Puslkesmaz  membayarkan sesuai
dengan. jumlsh dans non kapitasi vang di klaim dan
disctujui olch BPRJS EKeschatan ssebagaimana vang
dimakesud pada ayat (1) hurals;

g Jumlah dana mon kapitasi yang didistribusikan ke
Puskeamas adaleh Jasa Pelayanan Keschatan dan baaya
pelayvanan dasar, aya pelayanan desar disctorkan oleh
Dinas Keschatan ke Kas Daerah Kebupaten Natuna;

h., Pelayanon Keselialan yang diberikan  olen  fasgilitas
kesehatan mandiri dan tdak menggunakan fasilitas
sarana dan prasarana, obat, alkes dan bahan halas pakal
vang bersumber dari pemerintah, klaim dana ron kapitaai
vang disctujul olch BPRJS Kesehatan slkan diberilean
sepertuhnya melalwl rekeninig Dingg Kesehatan,

¢

BAB V
SISTEM PEMBIAYTAAR DAN FEMANFAATAN DANA
Bagian Keeaiu
Umam.

Pasal 13
Tarif pelayanan kesehaton pada puskesmas mehiputi :
a. Tanl kapitasi;
U, Tani mon kupilas.
‘f'arif non kapitasi sebagsamans dimeaksud pada eyat {1) horaf
b merapakan nilai besaran yang sema bapt Puskesmos yong
meloksanakan pelayanan keschatan kepada peserta .JKN
berupa rawsat ingp tingkat pertama dan pelayanan kehidanan
dan neonalzl.
Tarif non kapitasi untuk pelayanan kebidanan dan neconatal
scbagaimana dimalksud pada ayat (3} melipo
a. Persalinan pervaginam normal;
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(13

i)

(i)

i)

k. Penanganan perdarahan paska kepupuran, persalinan
pervaginam dengan tindakan emergensi dasar;

¢. Pelayanan tndakan paska perselinan [msal placenta
rmarnial];

d. Pelayanan pra rojukan poada kemphkasi kebidanan dan
tieonatat;

#, Penanganan komplikasi KB paksa persalinan pertama dan
pelayanan kebidanan dan neonatal.

Bagian Eedua
Pemanfaatan Dana

Pansal 14

Pemanfaatan dane Non Kapitasi pelaysman keschatan JRKN
vang felah diterima di Puskesmas baik kapitasi maupun non
kapilasl diatur sebagai berslou:

a. 75 % [Twjuh Pulub Lima Persen) Uniuk Jasa Pelavanan;

b. 25 % (Dua Puluh Lima Persen) untuk biaya pelavanan
kesehatan dasar vwang melipnt pecmaksaian  sarans
prasarans, obat, reagensia,atkes bahan habis pakai;

Jasa Pelayanan Keschatan Dasar Dana Non  Kapitasi

dibayarkan Kcpada petugas yang memberikan pelavanan

kesehatan,

BAB VI
PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 15

Puskesmas berkewsjiban melakikan  pencatatan  dan
pelaporan hasil pelayanan keschatan JRN di Puskesmas dan
[asilitas keschatan mandiri kepada BPJS Kesehatan dan
diternbuskon kepada Dinas Keschatan sesuai format yang
telah ditentuican oleh BRJS Kesehatan.

Dinas Keschatan memberiken pembinaan dan pengawasan
terhadap Puskesmas dalam hal pelaksansan peratiran ind,
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kapitasi puskesmas dan klaim dana non kapitasi fasilitas
keschaton mandin yang sudah melakuken MOU dengan
Puskcsmas;

c. BPJS Kesehatan melakukan Verilikasi atas klaim dana
non kapitasi tersebut;

d., Dalam hal klaim dana non kapitasi disetuju muaka BRJS
akan melakuken pengiriman dana non kapitas tcrscbut
kepads Rekerung Puskesmas masing — masing,;

e. BPJS Keschatsn mengirimkan laporan klaim dana non
kapitas] vang di setujul ke Dinas Keschalan;

f. Setelah dana non kapitasi schagaimana pade huoraf d
diterima oleh masing - masing Rekening Puskesmag
Kabupaien Nafuna selanjutnya Puskesmuay membayurkan
scsual dengan jumlah dana non kapitasi vang di klaim
dan disetujul olch BPEJS Kesehalan sebagaimana yang
dimaksnd pada ayat (1) huruf a;

g, Jumlah dana non kapitasi vang didstribusiken ke
Puskesmas adalah Jasa Pelayanan Kesehatan dan biaya
pelayvanan dasar, hiaya pelayanan dasar disctorkan oleh
Puskeamas ke Kas Dacmah Kabupaten Natana;

h. Pclayanan EKcschatam yeng diberikan oleh fasilitas
leesehatan mandin dan tidak menggunakan fasilitas
sarana dan prasarana, obal, atkes dan bahan hehis pokai
vang bersumber dari pemerintah, klaim dana non kapitasi
vang disetujui oleh BRIS Kesehatan akan diberikan
sepenuhnya melalui rekening Puskesmas;

BAB Y
SISTEM PEMEBIAYAAN DAN PEMANFAATAN DANA

Bagian Hesatu
Umum

Pasal 13

(1} Tarif pelayanan kesehotan pada puskesmas melipati :

a. Tatil kapitasi;
b. Tanf non kapitasi.

(2) Tard non kapilasi schagmmana dinaksud pada ayat (1) haruf
b merupakan nilai besaran yang sama bagi Puskesmas yang
melakeanakan pelayanan keschatan kepada peserta JEN
berupa rawal inap tingkat pertamna dan pelayvanan kebidanan
dan nconatal.

(3). Tarf non kapitasi uniuk pelayanan kebidanan dan neonaial
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] meliput -

a. Persalinan pervaginam norms#l;
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[(A] Fakior Pelayanan Kefarmasian sebagaimana di maksud pada
dyal [3) adalah sebapal bernkul

Faktar
Harga Dasar S8atuan Obat Pelayanan
Kefarmasian |
| = Rp. 50.000,00 e D28 |
| Bp. 50.000,00 s.d_Rp. 250.000,00 0.26
Rp. 250.000,00 s .d Rp. 500.000,00 | 021 __‘l
| Rp. 50000000 s 4 Rp| 0.16
L 1.000.00000 |
Rp. 100000000 =5 d Rp 0.11 1
5.000.000,00 R e
Ep. =000 000,00 s.d Bp. 0.09
10,000.000,00 i T
| = Rp. 10.000.000,00 0.07 K
Bagian Ketiga
Pelayanan Pemerilsaan Penunjang Rujuk Balik
Pasal 11

f1] Peleyanan Pemeriksaan Penunjang rujul belik dr FEKTP
sebagal mana i maksud pasal 9 ayat (1) huraf ¢, terdin dari :
a. Pemenksaan Gula Darah Sewalin,
b. Pemerikzaan CGula Darah Puasa [((GTIP);
¢. Pemerilcsaan (Gula Darah Post Prandial (GDFEP).

{2] Pemeriksaan Peaunjerg Rujuk Balik schagaimans dimaksud
pacla pasal 11 ayat (1) huraf b dan ¢ dilakukan untuk 1 bulan
1 keali;

(3] Dalam Keadsan lerleniu, pemeriksaan guls darah sewaktho
sebagaimana dimaksud pada pasal 11 avat (1) hurul a dapat
dilakukarn sesvai dengan indikast media.

Mekanizsme Pembayaran
Pasal 12

(1) Pembayaran Klaim dana non kaplasi pelayanan kesehatan
JEW oleh BPJS Kesehatan diberikan melabn Eekening
Purkesmas o JEN dengon mekanisme sehagai henkout -

a. Puskcsmas melakukan klaim doma non kaptasl
pelayanan kesehatan JKN kepada BPRJE Kesehatan dan
memberikean relkapitulasi klaim dana non kepitasi kepada
Dinas Kesehatan;

. Klaim dana non kapitasi darl Puskesmas adalah klaim
dana non kapitasi yang beraszal danm klaam dana non
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‘.-.r’i'l'T5F."':-EI"i"_:-_I:'H‘__L%‘




BARB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlakou pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dasrah
Kabupsaten Natuns.

Dhtetapkan di Ranai
pada tanggal V3 FoUUA age

BUPATI NATLINA
ttol

ILYAS SABLI

Diunndangkan di Matuna
pada tanggal % FTAmUpCT NG

SEKRETARIAT DAERAN
HAHUPATEN NATUNA,

BEYAMESURIZION

BERITA DAERAH EABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 4
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